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NORMA/KAIDAH

TATA HUKUM

TATA NILAI

WUJUD 
SIKAP/PRILAKU

GEJALA SOSIAL

Kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah 
masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma 
kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang 
tertulis), berlakunya mengikat kepada seluruh 
anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi 
pelanggar

Peraturan untuk mengusahakan adanya 
keseimbangan berbagai macam kepentingan 
seseorang dalam masyarakat, sehingga akan 
meminimalisasi terjadinya konflik. Proses 
i n te rak s i  anggota  masyaraka t  untuk 
mencukupi kepentingan hidupnya, mengatur 
hubungan kerjasama positif antar anggota 
masyarakat dapat berjalan aman dan tertib

Peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, 
• kepentingan pribadi(hukum privat) 
• kepentingan dengan negara (hukum publik). 
Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan 
dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya 
digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.

Nilai tentang baik-buruk, salah-
benar, adil-tidak adil dan lain-lain, 
yang berlaku secara umum.

Sebuah perilaku yang tetap sehingga 
dianggap sebagai hukum. Seperti 
perkataan: “setiap orang yang kos, 
hukumnya harus membayar uang kos”. 
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Prof. Mr. E.M. Meyers,
Hukum adalah semua aturan yang 
mengandung pertimbangan kesusilaan, 
ditujukan kepada tingkah laku manusia 
dalam masyarakat, dan menjadi pedoman 
bagi penguasa negara dalam melaksanakan 
tugasnya.

Leon Duguit
Hukum adalah aturan tingkah laku anggota 
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya 
pada saat tertentu diindahkan oleh suatu 
masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan 
bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan 
menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

Drs. E. Utrecht, S.H.,

Hukum adalah himpunan 
peraturan (perintah dan 
larangan) yang mengurus tata 
tertib suatu masyarakat dan 
karenanya harus ditaati oleh 
masyarakat itu.
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Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum 
menurut sebagian pakar adalah sbb :

Gustav Radbruch

Hukum bertujuan memberikan 
1. Keadilan, 2. Kepastian, 3. Kemanfaatan.

Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang mendatangkan atau 
ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur 
keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
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• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang
• Peraturan itu bersifat memaksa
• Adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut

• Perlindungan
Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dari org lain, kelompok bahkan 
penguasa

• Keadilan 
       Hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia
• Pembangunan

Hukum digunakan sebagai acuan tujuan dan pelaksanaan pembangunan serta sebagai 
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek kehidupan
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• Sejarah Tata Hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dimana kemerdekaan Republik 
Indonesia diproklamasikan.

• Dengan adanya proklamsi, bangsa Indonesia telah menentukan dan 
melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan Tata 
Hukum Indonesia.

• Proklamasi berarti pula memiliki dua arti, 
– Pertama menegarakan Indonesia 
– Kedua menetapkan Tata Hukum Indonesia. Kesempurnaan Negara dan 

Tata Hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya UUD 1945 
pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar tertulis 
tentang Tata Hukum Indonesia.
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Lanjutan

• Sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, telah berlaku suatu hukum 
yang biasa disebut dengan hukum adat, dimana hukum adat tersebut hanya 
merupakan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat setempat dan tidak tertulis.

• Pada masa penjajahan Belanda, 
– bagi penduduk Indonesia berlaku hukum adat masing-masing, 
– bagi golongan timur asing diberlakukan sama dengan penduduk Indonesia, dan 
– bagi golongan Eropa diberlakukan hukum yang berlaku di negeri Belanda (Pasal 

163 IS).
• Setelah kemerdekaan 1945, ada 5 (lima) konstitusi yang pernah berlaku di 

Indonesia yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945, 
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, 
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 
4. Undang-Undang Dasar 1945, 
5. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan.
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Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.

meliputi

Hukum

Sistem
Hukum

Penggolongan
Hukum

Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah dikemukakan di atas, yang 
dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku 
pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. 

Peraturan hukum dalam masyarakat merupakan sistem hukum jika memenuhi 8 
(delapan) asas (Principles of legality) (Fuller, The Morality of Law, 1971)
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Principles of Legality

1 Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh 
mengandung sekedar keputusan ad hoc

2 Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
3 Peraturan-peraturan yang dibuat tidak boleh ada yang berlaku surut
4 Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
5 Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 

satu sama lain
6 Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 

dapat dilakukan
7 Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga 

menyebabkan orang kehilangan orientasi
8 Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari
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Hukum 
Islam

Hukum 
Barat

Hukum 
Adat

UUD45
Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan negara Indonesia adalah Negara Hukum, 

karena untuk mewujudkan sebagai negara hukum maka segala 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan 

pada hukum

Sistem Hk Barat

Hk Publik & Hk 
Privat

Sistem 
Hukum 

Nasional
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Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai 
kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi 
yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum 
“material” dan sumber hukum “formal” . 

Sumber Hukum Formal: 

1. Undang-undang, 

2. Traktat, 

3. Kebiasaan (hk tidak tertulis), 

4. Doktrin, dan 

5. Yurisprudensi,

Sumber Hukum Indonesia 

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
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Tap MPRS 

XX/MPRS/1966

1. UUD 1945

2. Tap MPRS

3. UU/Perpu

4. PP

5. Kepres

6. Peraturan 
Perundang-
undangan 
lainnya. 
Misalnya: 
Permen, 
Kepmen, dll.

Tap MPR

III/MPR/2000

1. UUD 1945

2. Tap MPR

3. UU

4. Perpu

5. PP

6. Kepres

7. Peraturan 
Daerah

UU No. 10 Th. 2004

1. UUD 1945

2. UU/Perpu

3. Peraturan 
Pemerintah

4. Perpres

5. Perda

a. Perda 
Provinsi

b. Perda 
Kab/Kota

c. Perdes

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 12 Th. 2011

1. UUD 1945

2. TAP MPR

2. UU/Perpu

3. Peraturan 
Pemerintah

4. Perpres

5. Perda

a. Perda Provinsi

b. Perda 
Kab/Kota

c. Perdes
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Hukum

Bentuk
Tertulis

Tidak Tertulis

Ruang

Waktu

Pribadi

Lokal

Nasional

InternasionalIus Contitutum

Ius Contituendum
Hukum Antar Waktu Satu Golongan

Semua Golongan

Antar Gol.

I s i

Publik

Privat/Perdata

Hk. Tata Negara 

Hk. Adm. Negara 

Hk. Pidana

Hk. Acara Hk. Perorangn

Hk. Keluarga

Hk. Kekayaan

Hk. WarisTugas 
dan 

Fungsi

Material

Formal
Pidana Formal

Perdata Formal

Sudah tidak berlaku
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Penjelasan

• Hukum menurut Bentuknya  
– Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai 

peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis 
yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.

– Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan 
masyarakat, tetapi tidak tertulis.

• Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan.
• Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

• Hukum menurut Tempat Berlakunya
– Hukum nasional: Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
– Hukum internasional: Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam 

dunia internasional.
– Hukum asing: Hukum yang berlaku di negara lain.
– Hukum lokal: Hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. 
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Lanjutan

• Hukum menurut Sumbernya
– Undang-undang : Hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
– Hukum kebiasaan: Hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan 

kebiasaan
– Hukum traktat: Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu 

perjanjian antarnegara.
– Hukum yurisprudensi: Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

•  Hukum menurut Waktu Berlakunya
– Hukum positif (ius constitutum) 

• Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu 
daerah tertentu. Hukum positif (ius constitutum) disebut juga tata hukum.

– Ius constituendum 
• Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

– Hukum asasi 
• Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala 

bangsa di dunia.
• Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-

lamanya (abadi) terhadap siapa pun di seluruh tempat.
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lanjutan

• Hukum menurut Isinya
– Hukum privat 

Kumpulan hukum yang mengatur hubungan antar orang dengan menitikberatkan 
kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. 

Contoh: KUH Perdata dan KUH Dagang.

– Hukum publik 
Kumpulan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat 
perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan 
untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara.

• Hukum menurut Wujudnya
– Hukum objektif 

Hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau 
golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara 
dua orang atau lebih. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

– Hukum subjektif 
Hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian 
menjadi hak. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Militer.
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lanjutan

• Hukum menurut Sifatnya
– Hukum yang memaksa 

Hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan   
mutlak. Contoh: hukum pidana

– Hukum yang mengatur 
Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah 
membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: hukum dagang.

• Hukum menurut Cara Mempertahankannya
– Hukum materiil 

Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan 
dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. 
Contoh: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.

– Hukum formal 
Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara 
mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim 
memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contoh: hukum acara pidana 
dan hukum acara perdata
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Satu Golongan

Semua Golongan

Antar Golongan

Hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu, 
Misal masa penjajahan, golongan timur, dan golongan eropa

Hukum yang mengatur semua golongan dan berlaku bagi semua golongan 
warga negara. misal hukum positif 

Hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak 
tunduk pada hukum yang berbeda, Misal Hukum adat
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menurut UU No 4 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009, 

Mahkamah 
Agung

Pengadilan Tinggi 
Umum/Sipil

Pengadilan 
Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi 
Militer

Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara

Pengadilan Negeri 
Umum/Sipil

Pengadilan 
Agama

Pengadilan 
Militer

Pengadilan Tata Usaha 
Negara

Mahkamah 
Konstitusi
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Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :
1. Supremacy Of Law

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi 
tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum 
tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan 
dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk 
membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi 
kepentingan rakyat.

2. Equality Before The Law 
Dalam Negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum 
adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni 
pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur 
maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada 
persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa 
kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada 
tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan 
backing terhadap yang benar.
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3.  Human Rights
a. The rights to personal freedom (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk 
    melakukan sesuatu yang dianggap baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
b. The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk 
    mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan 
    juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan 
    orang lain.
c.  The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini 
     harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas 
hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi jelas 
bahwa cita-cita Negara hukum (rule of  law) yang tekandung dalam UUD1945 
bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang 
didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, 
yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. 
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Lanjutan

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah  
negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan 
kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum 
sebagai kekuasaan tertinggi 
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara 
Hukum diantaranya adalah :

1) Supremasi hukum
2) Persamaan dalam hukum
3) Asas legalitas
4) Pembatasan kekuasaan
5) Organ eksekutif yang independent
6) Peradilan bebas dan tidak memihak
7) Peradilan tata usaha negara
8) Peradilan tata negara
9) Perlindungan hak asasi manusia
10) Bersifat demokratis
11) Sarana untuk mewujudkan tujuan negara
12) Transparansi dan kontrol sosial.


